
 

 

 
WALIKOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA CIREBON 

NOMOR  53  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)  

DI KOTA CIREBON 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan, serta keberlangsungan penyediaan data 
kependudukan yang akurat dan terkini, Pemerintah Kota 

bertanggung jawab untuk mengelola dan 
mengembangkan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 
16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kota Cirebon dan terbitnya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang 

Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian 
Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk 
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik maka Peraturan Walikota Cirebon 
Nomor 57 Tahun 2013 tentang  Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Cirebon tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon;   
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 5587) sebagaimana  

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 

tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara 
Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk 

Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik; 

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 

Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 

Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 57); 

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 
Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 48) sebagaimana telah diubah denga 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E); 

7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Cirebon 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 57 TAHUN 2013 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA 

CIREBON. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 57 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan  (SIAK) di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 
2013 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 28 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.  

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

5. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Cirebon. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Cirebon. 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 
Kota. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota 
dalam wilayah kerja Kecamatan. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Cirebon selain Dinas. 

11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon selain Dinas. 

12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan  dokumen dan Data Kependudukan 
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan 
dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan 
kependudukan. 

14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami 
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 

15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan di tingkat Dinas. 

16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan 

Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang 
pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

17. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan penyajian Data 
Kependudukan di Kelurahan.  

18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

19. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, 

struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, 
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dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial 
budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 

20. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

21. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

24. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat 

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil. 

25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang 
jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan  perubahan 

keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 

26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap 

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 

datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status 
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

27. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah 
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan 
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

28. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas 
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan 

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

29. Kepala Keluarga, adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang 

lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang 
bertanggung jawab dalam keluarga,orang yang bertempat tinggal 
seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan 

lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 

30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, 

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

31. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format 

secara nasional dengan sistem pengamanan khusus. 

32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami 

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 

33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 

meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, 
pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, 

pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan 
kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya. 

34. Lahir-mati adalah kelahiran  seorang bayi dari kandungan yang 

berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat 
dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.  
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35. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang 

Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

36. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang 
Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

37. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT 

adalah Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagai bukti identitas 
bertempat tinggal yang diberikan kepada orang asing yang mendapat 

izin tinggal terbatas di wilayah Kota. 

38. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat 
SKPLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada penduduk 

WNI yang bermaksud menetap di luar negeri. 

39. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat 

SKDLN adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada WNI yang 
datang di wilayah Kota setelah menetap di luar negeri. 

40. Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang selanjutnya disebut KIPEM 
adalah bukti identitas tinggal sementara/musiman yang diberikan 
kepada penduduk WNI di wilayah Kota. 

41. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya 
disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang 

mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang 
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat 

tinggal di daerah terbelakang. 

42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal 
untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat 

yang baru. 

43. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak 

terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas 
persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

44. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak 
yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah 
sepasang suami isteri. 

45. Perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan 
perceraian dimaksudkan untuk penduduk yang bukan beragama 

Islam. 

46. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data outentik 

mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, 
perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh 
pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

47. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang 
selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang dipergunakan 

untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Kota 
berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan 

peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. 

48. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku 
yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh 

seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui. 

49. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku 

yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting 
dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status 
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anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi 
WNI Tinggal Tetap dan orang asing Tinggal Tetap. 

50. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas 
terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan 

pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di 
dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan 
Sipil. 

51. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi 

Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

52. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, 
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 

53. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen 
yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya. 

54. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan 

Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas 
penduduk, selain Dokumen Kependudukan. 

55. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang 

tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan 
dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan 

komunikasi data. 

56. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database 

pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari 
penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan Instansi 

Pelaksana. 

57. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas 
yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat 

mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang 
diberikan. 

58. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang 

memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.  
 

2. Ketentuan BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN 

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN diubah, sehingga BAB VII 
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN 

DATA KEPENDUDUKAN berbunyi sebagai berikut: 
 

 
BAB VII 

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK 

AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA 
KEPENDUDUKAN, DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK 

 
3. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 56 

(1) Data kependudukan disimpan oleh Dinas dan dilindungi oleh 
Pemerintah Kota. 
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(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan 

kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk 
mendukung pelayanan publik lainnya.  
 

(3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

melalui data warehouse (gudang data).  
 

(4) Data warehouse (gudang data) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ditempatkan di Dinas. 
 

4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut : 

 
Bagian Kedua 

Cakupan Pelayanan 
 

Pasal 57 

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dilakukan 

oleh Pemerintah Kota melalui Dinas. 
 

5. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 58 

Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 berwenang dan 

berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-
el kepada lembaga pengguna, meliputi: 
a. SKPD; 

b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang 
tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat 

Pusat. 
 

6. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut : 

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemberian Hak Akses 
 

Pasal 59 

(1) Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses data kependudukan 
kepada petugas Dinas dan pengguna. 

 

(2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didelegasikan kepada Walikota perihal hak akses kepada petugas 

pada Dinas dan lembaga pengguna tingkat Kota. 
 

7. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut : 
 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemanfaatan 

 

Pasal 60 

Izin pemanfaatan data dan akses data di tingkat Kota diberikan oleh 
Walikota dengan tata cara sebagai berikut : 

a. izin pemanfaatan data dan akses data dari SKPD sebagai berikut: 

1. Kepala SKPD mengajukan permohonan pemanfaatan data dan 

akses data kepada Walikota; 
2. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi 

dengan tujuan pemanfaatan data, jenis data dan batasan waktu 

data yang dibutuhkan; 
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3. Walikota menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 setelah mendapat kajian dan rekomendasi 

dari Dinas.   
 

b. izin pemanfaatan data dan akses data dari Instansi Pemerintah, 
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga berbadan hukum 

sebagai berikut :  

1. Kepala/Pimpinan mengajukan permohonan pemanfaatan data dan 

akses data kepada Walikota; 
2. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi 

dengan tujuan pemanfaatan data, jenis data dan batasan waktu 

data yang dibutuhkan; 
3. Walikota menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 setelah mendapat kajian dan rekomendasi 
dari Dinas; 

4. izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi 
syarat untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan naskah 
kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara 

Pemerintah Kota dengan pihak pemanfaat data dan akses data; 
5. mekanisme dan tata cara penyusunan naskah kesepakatan 

bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
6. dalam hal penandatanganan naskah perjanjian kerja sama, 

Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas. 

 
8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut : 

 
Bagian Kelima 

Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi 
 

Pasal 61 

(1) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan 
evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala 

setiap 6 (enam) bulan. 
 

(2) Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) 
bulan. 

 
9. Ketentuan Pasal 62 dihapus. 
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Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal  23 Nopember 2015 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 

 
ttd, 

 
 

NASRUDIN AZIS 

 
 

 
Diundangkan di Cirebon  

pada tanggal   25 Nopember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

 
                              ttd, 

 
 

              ASEP DEDI 
 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 54 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

ttd, 
 

YUYUN SRIWAHYUNI P 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19591029 198603 2 007 
 

 

 


